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Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga kami dapat menyusun Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Rantauprapat Tahun 2019
berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor : W2-
A/1799A/0T.01.2/11/2019 Tanggal 25 Nopember 2019 tentang Penyampaian
Dokumen SAKIP.

Pengadilan Agama Rantauprapat sebagai suatu lembaga yang bertugas
melayani masyarakat pencari keadilan khusus yang beragama islam dalam perkara-
perkara tertentu yang di atur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
merupakan salah satu ujung tombak pelaksana kekuasaan kehakiman di tingkat
pertama dalam memberikan pelayanan hokum kepada masyarakat muslim di wilayah

hokum Pengadilan Agama Rantauprapat.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintan Tahun 2019 Pengadilan
Agama Rantauprapat disusun sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja
sebagaimana di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 54 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyusunan Akuntabilitas Kinerja.

Laporan ini juga di buat dalam rangka pertanggungjawaban public atas
seluruh kinerja Pengadilan Agama Rantauprapat dengan berpedoman kepada

Rencana Strategis, Penetapan Kinerja, dan Indikator keberhasilan yang telah di capai
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yang pada saatnya dapat dipergunakan sebagai tolak ukur program kerja pada tahun

berikutnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Rantauprapat Tahun
2019 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi
sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja pada masa

yang akan datang.

Kami sadar masih banyak kekurangan dalam penyusunan LKjIP ini, oleh
karenanya hal ini akan menjadi pembelajaran dan perbaikan di masa yang akan
datang. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama
Rantauprapat Tahun 2019 ini dapat memberikan infoemasi yang memadai baik
mengenai pencapaian yang telah di raih ataupun yang belum dapat terelaisasi oleh
Pengadilan Agama Rantauprapat serta hambatan-hambatan yang dihadapi dan analisa

terhadapt pencapaian tersebut.

Rantauprapat, Februari 2020
Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat

Drs. H. Bakti Ritonga, SH, MH
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BAB |- PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kinerja organisasi merupakan
hasil yang diharapkan pada reformasi birokrasi di area akuntabilitas. Untuk
itu perlu adanya pengukuran terhadap sasaran strategis pada setiap indikator-
indikatornya sehingga bisa diperoleh gambaran progres Kkerja yang
mencerminkan kinerja lembaga. Pada tahap akhir dari rangkaian proses kerja
adalah pendokumentasian sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban yang
kemudian dievaluasi secara komprehensif untuk memberikan umpan balik
pada perencanaan kinerja tahun berikutnya.

Penyusunan LKjiP Pengadilan Agama Rantauprapat mengacu pada
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah, dan secara teknis berpedoman pada Peraturan
Kementerian PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.

Peningkatan Kkinerja instansi pemerintah melalui tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) merupakan faktor penting dalam
meningkatkan pelayanan publik. Langkah untuk mewujudkan hal tersebut
telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang
diantaranya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
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Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010 — 2025.

Dalam mewujudkan hal tersebut di atas, Pengadilan Agama
Rantauprapat telah berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kualitas
SAKIP untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja lembaga peradilan
yang baik dan dipercaya oleh publik. Sasaran yang diinginkan dalam
akuntabilitas kinerja ini adalah menjadikan Pengadilan Agama Rantauprapat
yang akuntabel dalam melaksanakan aktivitas, responsif, transparan dan
dipercaya masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum, yang artinya
akan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga
peradilan sehingga meningkatkan kredibilitas serta citra penegakan hukum

pada khususnya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah
sebagai bahan evaluasi kinerja Pengadilan Agama Rantauprapat dan
sekaligus sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Tahun Anggaran 2019.

Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat pencapaian atau
keberhasilan keseluruhan Program Kerja Pengadilan Agama Rantauprapat

sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2019.

C. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI

1. Kedudukan Pengadilan Agama Rantauprapat

Pengadilan Agama Rantauprapat adalah salah satu peradilan

tingkat pertama pada lingkungan Peradilan Agama yang eksistensinya
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diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Perubahan ke 11l pada Pasal 24 ayat (2) bersama-sama dengan tiga
lingkungan peradilan lainnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer
dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Agama Rantauprapat sebagai
peradilan tingkat pertama berada pada urutan ke empat di wilayah hukum
Pengadilan Tinggi Agama Medan.

Berdirinya Pengadilan Agama Rantauprapat adalah keinginan dari
masyarakat khususnya yang beragama Islam untuk menyelesaikan
permasalahan yang timbul ditengah-tengah masayarakat sejak dari masa
penjajahan belanda dan jepang. Setelah Indonesia merdeka pada tahun
1945, maka Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, tapi sejak tahun
1946 s/d 1953 Pengadilan Agama belum berdiri sendiri secara kelembagaan
namun masih ditangani Kepala Departemen Agama Labuhan Batu, Kepala
Departemen Agama yang pertama saat itu adalah M. Arifin Isa. Pengadilan
Agama Rantauprapat berdiri tanggal 1 Mei 1953 berdasarkan Peraturan

Menteri Agama No. 2 tahun 1953.

Pengadilan Agama Rantauprapat merupakan yurisdiksi dari

Pengadilan Tinggi Agama Medan. Pengadilan Agama Rantauprapat terletak
di Jalan Sisingamangaraja No 4 Komplek Asrama Haji Kelurahan Ujung
Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kota Rantauprapat yang mencakup
sekaligus 3 (tiga) Kabupaten antara lain Kabupaten Labuhanbatu yang
merupakan Kabupaten Induk, Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten

Labuhanbatu Selatan.

Wilayah Kabupaten Labuhan batu ditampilkan dalam peta dibawah ini :
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KAB. ASAHAN 7). Ll SELAT SUMATERA

KAB. TAPSEL

2. Wewenang dan Fungsi
a. Wewenang

Pengadilan Agama Rantauprapat sebagai salah satu pelaksana
kekuasaan Kehakiman, memiliki tugas pokok menerima, memeriksa,
mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu ditingkat pertama,
sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, yaitu dalam perkara-perkara: a. perkawinan;

b. waris;
C. wasiat;
d. hibah;
e. wakaf;
f. zakat;
g. infaq;
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h. sadagah;
I. ekonomi syari‘ah.

Selain tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Rantauprapat juga bertugas
memberikan pelayanan hukum Islam bagi instansi pemerintah yang

memerlukan fatwa hukum di wilayahnya.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Pengadilan Agama
Rantauprapat mempunyai fungsi sebagai berikut :
Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-
perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum
masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo.
Undang - Undang No. 3 Tahun 2006)
Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas
dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide :
Pasal 53 ayat (1) Undang -Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang
No. 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide:
Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).
Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk
kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi
peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan
bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding,

kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan
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memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di
lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan
Bidang Umum);

Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat
tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila
diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan
penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua

Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/11/1991.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Rantauprapat disusun
berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 1989 tentang
Peradilan Agama. Berbunyi “ Susunan Pengadilan Agama terdiri dari
Pimpinan, Hakim anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita” sedangkan
Organisasi tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan diatur
lebih lanjut oleh Mahkamah Agung dengan Perma Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan.

Selengkapnya Susunan Oraginasasi Pengadilan Agama Rantauprapat
terdiri dari Unsur Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, Panitera
Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kepala

Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata laksana, Kepala Subbagian
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Perencanaan, Tl dan Pelaporan, Kepala Subbagian Umum dan Keuangan,

Panitera Pengganti serta Jurusita/Jurusita Pengganti.

Penjelasan tentang susunan struktur organisasi Pengadilan Agama
Rantauprapat sebagai berikut :

1. KETUA PENGADILAN sebagai pimpinan Pengadilan

bertanggungjawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada
Pengadilan; melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan
peradilan di tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan;
menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan
penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.
Sebagai pelaksana administrasi perkara Ketua Pengadilan menyerahkan
kepada Panitera Pengadilan.

2. WAKIL KETUA PENGADILAN melaksanakan tugas Ketua apabila

Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan Ketua
kepadanya.

3. HAKIM, bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili
berkas perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal Pengadilan
Tingkat Tinggi Agama melakukan pemeriksaan tambahan untuk
mendengar sendiripara pihak dan saksi, maka Hakim bertanggungjawab
atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta
menandatanganinya, mengemukakan pendapat dalam musyawarah,
Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam
persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hokum

dan perdata yang ditugaskan kepadanya dan melaksanakan pembinaan
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dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan
yang ditugaskan kepadanya.

PANITERA, bertugas memimpin kepaniteraan Pengadilan Agama yang
merupakan aparatur tata usaha Negara yang dalam menjalankan tugas
dan fungsinya berada dibawah tanggung jawab Ketua. Dalam
melaksanakan tugasnya Penitera Pengadilan Agama dibantu oleh 3(tiga)
Oanitera Muda yaitu Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum
dan Panitera Muda Gugatan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh
beberapa Panitera Pengganti dan Jurusita /Jurusita Pengganti.

SEKRETARIS, bertugas memimpin kesekretariatan Pengadilan Agama

yang merupakan aparatur dan tata usaha Negara yang dalam
menjalankan tugas dan fungsinya berada dan bertanggungjawab kepada
Ketua Pengadilan Agama. Sekretaris dibatnu oleh 3 (tiga) Kasubbag,
yaitu Kasub. Bag Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana, Kasub. Bag
Umum dan Keuanga dan Kasub. Bag Perencanaan Teknologi Informasi
dan Pelaporan.

PANITERA MUDA PERMOHONAN, mempunyai tugas

melaksanakan administrasi perkara dibidang permohonan. dalam
melaksanakan tugasnya memiliki fungsi sebagai berikut:
» pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas
perkara permohonan;
» pelaksanaan registrasi perkara permohonan;
» pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk
diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan

Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Kelas | B;

8
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pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah
diputus dan diminutasi;

pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada
para pihak yang tidak hadir;

pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat
banding, kasasi dan peninjauan kembali;

pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan
perkara permohonan;

pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang
dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali;

pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan
upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas
penyerahan isi putusan kepada Mahkamah Agung;

pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum
mempunyai kekuatan hokum tetap;

pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan
hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;

pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

PANITERA MUDA GUGATAN mempunyai tugas melaksanakan

administrasi perkara dibidang gugatan. Dalam melaksanakan

tugasnya, Panitera Muda Gugatan menyelenggarakan fungsi sebagai

berikut:

» pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas

perkara gugatan;
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pelaksanaan registrasi perkara gugatan;
pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk
diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan
Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Kelas IB
melalui Panitera;
pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah
diputus dan diminutasi;
pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada
para pihak yang tidak hadir;
pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan
perkara gugatan;
pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang
dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
pelaksanaan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan
peninjauan kembali kepada pihak termohon banding, termohon
kasasi dan termohon peninjauan kembali;
pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan
upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas
penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan
Mahkamah Agung;
pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum
mempunyai kekuatan hukum tetap;
pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai
kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

PANITERA MUDA HUKUM mempunyai tugas melaksanakan

pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta

10
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pelaporan. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera Muda Hukum
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

» pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data
perkara;

» pelaksanaan penyajian statistik perkara;

» Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor
Wilayah Kementerian Agama;

» pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;

» pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip
perkara;

» pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan
berkas perkara;

» pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan
yang berkaitan dengan transparansi perkara;

» pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan

» pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

KASUBBAG. PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI

DAN PELAPORAN

bertugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan
anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta

pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

KASUBBAG. KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA

LAKSANA mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata
laksana.

KASUBBAG. UMUM DAN KEUANGAN mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip,
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perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan,
serta pengelolaan keuangan.

PANITERA PENGGANTI merupakan Jabatan Fungsional yang

mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya
pelaksanaan persidangan, baik pada pengadilan tingkat pertama
maupun pengadilan tingkat banding. Dalam melaksanakan tugasnya,
Panitera Pengganti menyelenggarakan fungsi:

> pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;

> pelaksanaan pencatatan proses persidangan;

> pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;

> pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara
kronologis/berurutan;

> pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan
perkara diputus dan diminutasi;dan

> pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah
diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara,

untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum.

JURUSITA merupakan Jabatan Fungsional mempunyai tugas
memberikan  dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan
persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama.
Dalam melaksanakan tugas, Jurusita menyelenggarakan fungsi:

> pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak;

> pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak;
> pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi;

> pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara;

dan
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> pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada

para pihak terkait.

E. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia Pengadilan Agama Rantauprapat pada tahun
2018 terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 19 orang dan Non Pegawai
Negeri Sipil sebanyak 8 orang. Pegawai Negeri Sipil apabila ditinjau dari
jabatannya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Wakil Panitera,
Sekretaris, Panitera Muda, Kepala Sub Bagian, Jurusita, Jurusita Pengganti

dan untuk lebih jelasnya terurai dalam tabel dibawah ini :

NO NAMA JABATAN JUMLAH
1 Ketua 1 Orang
2 | Wakil Ketua 1 Orang
3 Hakim 7 Orang
4 Panitera 1 Orang
5 | Sekretaris 1 Orang
8 | Panitera Muda 3 Orang
9 | Kepala Sub Bagian 3 Orang
10 | Panitera Pengganti 1 Orang
11 | Staff 1 Orang
12 | Tenaga Honorer 8 Orang

Jumlah 27 Orang
F. ANGGARAN

Jumlah Anggaran Pengadilan Agama Rantauprapat tahun 2019 sebesar
Rp. 4.643.487.000,- ( empat milyar enam ratus empat puluh tiga juta empat
ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), vyang terdiri dari DIPA Nomor :

005.01.2.401812/2019 tanggal 5 Desember 2018 Realisasi  sebesar Rp.
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4.539.616.061,- (empat milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus
enam belas ribu enam puluh satu rupiah) dan DIPA Nomor.
005.04.2.401813/2019 tanggal 5 Desember 2018 sebesar Rp. 98.685.000,-(
Sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima rupiah) dengan

masing-masing program dan kegiatan sebagai berikut :

. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

Mahkamah Agung dengan Kegiatan Pembinaan Administrasi dan
Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi yang terdiri dari
Belanja Barang Non Operasional, Belanja Pegawai dan Belanja Barang
dengan jumlah pagu Rp. 4.643.487.000,-

Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur Mahkamah Agung
dengan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan
Mahkamah Agung dengan jumlah pagu RP. .  25.000.000,-

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan
Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan jumlah
Pagu Rp. 88.785.000,-

G. PERMASALAHAN/ISU

1.

Kekuatan (Strenght)

Kekuatan Pengadilan Agama Rantauprapat mencakup hal-hal
sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan
sampai hal-hal yang dikembangkan kemudian mencakup beberapa
aspek yaitu:

a.  Aspek Internal
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Adanya kelembagaan dan kewenangan yang jelas
Adanya dasar hokum vyang jelas (peraturan perundang-
undangan yang berlaku)
Adanya reformasi tata kelola pengadilan
Adanya manajemen resiko
Minutasi perkara 1 hari (one day minute
Adanya sertifikat APM dengan nilai akreditasi A
Adanya proses bisnis
Dukungan sumber daya manusia (SDM)
Adanya standar operasional prosedur (SOP)
Adanya aplikasi pendukung pelaksanaan tugas pokok
Adanya website
Adanya kode etik dan pedoman prilaku hakim
Adanya job description
Adanya renstra

Adanya kekompakan dan komitmen bersama

b.  Aspek ekternal

>
>

Adanya dukungan dari Pemda stempat dan instansi lain
Ketua Pengadilan Agama menjadi anggota PORKOFINDA

Kelemahan (Weaknes)

Kelemahan dan kekurangan yang dihadapi setelah dipetakan dan

diidentifikasi dapat dirinci sebagai berikut:

a.  Aspek internal

>

\4

Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM bidang kepaniteraan
dan kesekretariatan

Belum terselesaikannya semua perkara yang diterima pada
tahun berjalan (sisa perkara)

Belum optimalnya pelaksanaan SOP

Kurangnya disiplin dalam melaksanakan tugas

Adanya rangkap jabatan

15



LKjIP 2019

Pengadilan. Adama Rantauprapat Kelas I-B
» Belum semua perkara yang diputus dan diminutasi tepat
waktu

» Lemahnya atau tidak adanya sanksi yang tegas

b.  Aspek eksternal
» Adanya pembatasan anggaran pemberian layanan hokum

kepada masyarakat miskin
» Kurangnya pelatihan, bintek untuk tenaga teknis dan tenaga
administrasi

»  KHI belum menjadi Undang-undang

Peluang (Oportunities)
Peluang- peluang yang ada di Pengadilan Agama Rantauprapat untuk

melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek yaitu:

a. Aspekinternal
»  Optimalisasi sumber daya manusia (SDM)
»  Aplikasi berbasis web/desktop
b.  Aspek Eksternal
» Menghadiri petugas kantor pos untuk melegalisir alat bukti
persidangan
» Menghadirkan petugas Bank untuk mengambil panjar biaya
perkara
»  Mobil ecourt (untuk siding keliling)
» Mesin EDC Bank (Kartu ATM)

Tantangan yang dihadapi (Threats
Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Rantauprapat
yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat

melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

a. Aspek Internal

» Pemanggilan berulang tidak patut
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Meningkatnya volume perkara

b.  Aspek eksternal

>
>

\4

Meningkatnya perkawinana usia dini

Meningkatnya jumlah perkawinan yang tidak disahkan oleh
Negara

Luasnya yurisdiksi

Sering terjadi pemadaman listrik

Biaya keamanan eksekusi perkara dari kepolisian tidak

terjangkau oleh masyarakat pencari keadilan

Dari hasil analisis Swot tersebut di atas, dapat di ambil strategi pencapaian, dalam

peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

1.  Melaksanakan pengawasan secara optimal dalam pelaksanaan SOP

2. Menjalin kerja sama dengan isntansi lain

3. Mengoptimalkan aplikasi pendukung dalam penyelesaian tugas

4. Menpedomanai SOP dengan efektif dan efesien

5. Mensosialiasikan Undang-undang /aturan tentang kedudukan dan tufoksi

pengadilan kepada masyarakat

6.  Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana

7. Mengoptimalkan sumberdaya yang ada

H. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya laporan Kinerja instansi pemerintah ini untuk
menyampaikan pencapaian Kinerja Pengadilan Agama Rantauprapat dalam
tahun anggaran 2019, dengan bentuk sajian sesuai Permenpan Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun

sistematikanya sebagai berikut:
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BAB | Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum Pengadilan Agama Rantauprapat ,

dengan penekanan kepada aspek strategis Pengadilan Agama Rantauprapat
serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi Pengadilan
Agama rANTAUPRAPAT.

BAB Il Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang

bersangkutan.

Bab 111 Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Pengadilan Agama Medan

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Pengadilan Agama Rantauprapat
untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Pengadilan Agama
Rantauprapat sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Pengadilan Agama
Rantauprapat . Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut

dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis Pengadilan Agama Rantauprapat;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
(jika ada);

5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
Kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja.
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B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah
digunakan untuk mewujudkan Kkinerja organisasi sesuai dengan dokumen

perjanjian Kinerja.

Bab 1V Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian Kinerja organisasi
serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk

meningkatkan kinerjanya.
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BAB || PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Perencanaan Strategis yang disebut dengan Renstra merupakan
perencanaan yang disusun sekali dalam 5 tahun dan pencapaiannya pada
tahun berjalan dan empat tahun kedepan. Renstra berisi program, rencana,
kegiatan yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun
secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi,
peluang dan kendala yang ada. Rencana strategis ini dituangkan ke dalam
program yang kemudian diuraikan dalam rencana kerja (Renja) yang harus
dilaksanakan dan diaplikasikan ke dalam bentuk kegiatan untuk mencapai
hasil yang ditargetkan. Untuk mewujudkan maksud dan tujuan yang ada
dalam Rencana strategis harus didukung oleh dana dan sumber daya manusia
yang kompeten serta ditunjang oleh sarana dan prasaran yang memadai dan

memperthatikan lingkungan baik internal maupun eksternal.

B. REVIU RENCANA STRATEGIS

Selama dalam pelaksanaan rencana kegiatan yang ditetapkan dalam
Rencana strategis terkadang ada perubahan yang mendasar untuk
dilaksanakan maka Rencana Strategis yang ditetapkan sebelumnya perlu
ditinjau ulang (Reviu) untuk menyelaraskan dan penajaman Sasaran Kinerja

dalam dokumen perencanaan dengan maksud dan tujuan untuk
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memperbaharui Indikator Kinerja sesuai dengan tuntutan dan perkembangan

organisasi.

C. VISI & MISI

Untuk menetapkan arah serta sasaran yang jelas dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi Pengadilan Agama Rantauprapat serta sebagai tolak ukur
penjelasan Kinerja telah ditetapkan Rencana Strategis Pengadilan Agama
Rantauprapat tahun 2015 — 2019 yang didasarkan pada Renstra Mahkamah
Agung RI 2015-2019 beserta reviunya, Rencana Pembangunan Jangka
Menegah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan blue print Mahkamah Agung RI
2010-2035.

Penyusunan Rencana Stategis Pengadilan Agama Rantauprapat
merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi,
kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya. Renstra Pengadilan Agama Rantauprapat merupakan bagian
dari perencanaan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan yang
melakukan supervise terhadap Pengadilan Agama Rantauprapat, sehingga
Renstra yang merupakan gambaran perencanaan jangka menengah harus
diarahkan untuk mewujudkan visi Mahkamah Agung dalam mewujudkan
PERADILAN YANG AGUNG pada tahun 2035.

Berdasarkan visi Mahkamah Agung RI, maka Pengadilan Agama

Rantauprapat merumuskan visi yang berbunyi sebagai berikut :

Terwujudnya Pengadilan Agama Rantauprapat Yang Agung I
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Terwujudnya visi ini merupakan tantangan dan sekaligus peluang yang
harus disikapi oleh lembaga peradilan, baik di Mahkamah Agung maupun di
empat lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Untuk mewujudkan
visi Mahkamah Agung sebagai peradilan yang agung pada tahun 2035, maka,

oleh Mahkamah Agung menetapkan tiga misi sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari
keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Berdasarkan misi tersebut, ditetapkan 4 tujuan yang akan dicapai
oleh organisasi sampai akhir tahun 2019, yaitu

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui
pemanfaatan teknologi informasi.

3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin
dan terpinggirkan.

4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Berdasarkan tujuan maka Pengadilan Agama Rantauprapat
menjabarkannya dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai tahun

pertahun selama priode Rencana strategis 2015-2019

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan

terpinggirkan.
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara

optimal baik internal maupun eksternal.
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6. Meningkatnya transparasi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

D. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan 6 sasaran strategis, ditetapkan indikator kinerja sebagai

tolak ukur pencapaian kinerja yang akan diwujudkan selama tahun priode

2015-2019, untuk jelasnya pemetaan tujuan, sasaran strategis dan indikator

kinerja dapat dilihat pada table dibawah ini :

dan akuntabel.

Tujuan 1: Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem
peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan

Sasaran Strategis

Indikator

1. Terwujudnya proses
peradilan yang pasti,
transparan dan akuntable

. Persentase sisa perkara yang

diselesaikan

. Persentase perkara yang

diselesaikan tepat waktu

. Persentase perkara yang tidak
Mengajukan Upaya Hukum :
- Banding
- Kasasi
- PK

Index responden pencari keadilan
yang puas terhadap layanan
peradilan
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Tujuan 2: Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara
melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Sasaran Strategis

Indikator

2  Peningkatan Efektivitas 1.

Pengelolaan
Penyelesaian Perkara

Persentase Isi Putusan yang
diterima oleh para pihak tepat
waktu

Persentase Perkara yang
Diselesaikan melalui mediasi

Persentase berkas perkara yang
dimohonkan Banding, Kasasi dan
PK yang diajukan secara lengkap
dan tepat waktu

Persentase putusan yang menarik
perhatian masyarakat (ekonomi
syariah) yang dapat diakses secara
online dalam waktu 1 hari setelah
diputus

Tujuan 3: Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat

miskin dan terpinggirkan.

Sasaran Strategis

Indikator

3. Meningkatnya Akses
Peradilan bagi
Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan

1. Persentase Perkara Prodeo
yang diselesaikan

2. Persentase Perkara yang

diselesaikan di luar Gedung
Pengadilan

3. Persentase Pencari Keadilan
Golongan Tertentu yang
Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)
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4. Persentase Perkara Permohonan
(Volunter) Identitas Hukum

Tujuan 4: Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari

keadilan;
Sasaran Strategis Indikator
4. Meningkatnya Kepatuhan | Persentase Putusan Perkara Perdata

Terhadap Putusan Pengadilan | yang ditindaklanjuti (Eksekusi)

5. Terwujudnya pelaksanaan | 1. Persentase jumlah kegiatan

pengawasan kinerja aparat pengawasan yang dilaksanakan
peradilan secara optimal | 2. Persentase temuan hakim

baik internal maupun pengawas yang ditindaklanjuti
eksternal.

6. Meningkatnya transparasi | 1. Persentase jabatan yang sudah
pengelolaan SDM, Keuangan memenuhi standar kompetensi
dan Aset sesuai dengan parameter obyektif

2. Persentase hasil pengimputan
data pegawai

3. Persentase peningkatan
produktifitas kinerja SDM (SKP
dan penilaian kinerja)

4. Persentase terpenuhinya
kebutuhan standard sarana dan
prasarana pendukung
peningkatan pelayanan prima

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengadilan Agama Rantauprapat telah menetapkan Indikator Kinerja
Utama (IKU) tahun 2015-2019. Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah

agung Nomor 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 Nopember 2019
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tentang Penyampaian Dokumen SAKIP maka Indikator Kinerja Utama
Pengadilan Agama Rantauprapat direviu dengan surat keputusan Ketua
Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor W2-A4/1224/0T.01.1/X11/2019
tanggal 25 Nopember 2019 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama
Pengadilan Agama Rantauprapat. Uraian Reviu Indikator Kinerja Utama

terdapat pada table dibawah ini :
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Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Medan

Nomor : W2-A4/1224/0T.01.1/X11/2019 Tentang Penetapan
Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019

Di Pengadilan Agama Rantauprapat

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015-2019
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Terwujudnya
Proses Peradilan
yang Pasti,
Transparan dan
Akuntabel

a. Persentase sisa
perkara yang
diselesaikan Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan .
Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan x 100% Panitera Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
Catatan :
Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya
b. Persentase perkara
yang diselesaikan
tepat waktu Jumlah Perkara yang diselesikan tahun berjalan 100 % ' Laporan Bulanan dan
Jumlah Perkara yang ada Panitera

Laporan Tahunan

Catatan :

Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan
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c. Persentase perkara

yang tidak
mengajukan Upaya
Hukum :

e Banding
e Kasasi
e PK

. Index responden
pencari keadilan yang
puas terhadap

layanan peradilan

Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
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perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan
perkara yang masuk )

Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima
tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya

Penyelesaian perkara tepat waktu =
diselesaikan tahun berjalan

perkara yang

1009
Jumlah putusan perkara x 8

Catatan :
Upaya Hukum = Banding, Kasasi, PK

Secara hokum semakin sedikit yang mengajukan upaya
hokum, maka semakin puas atas putusan pengadilan

Index Kepuasan Pencari Keadilan

Catatan :
PERMENPAN  Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004
tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum

Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan
Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB

Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey

Kepuasan  Masyarakat Terhadap  Penyelenggaraan

Panitera

Panitera

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan

Laporan  Semesteran

dan Laporan Tahunan
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Peningkatan
Efektifitas
Pengelolaan
Penyelesa
Perkara

a. Persentase Isi

putusan yang
diterima oleh para
pihak tepat waktu

. Persentase Perkara

yang diselesaikan
melalui Mediasi

. Persentase berkas

perkara yang
dimohonkan banding,
Kasasi dan PK yang
diajukan secara
lengkap dan tepat
waktu

d. Persentase putusan

yang menarik
perhatian
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Pelayanan Publik

Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu

Jumlah Putusan

X 100 %

Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

Jumlah perkara yang dilakukan Mediasi

Catatan :

X 100 %

Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Pengadilan

Jumlah Berkas Perkara yang dimohonkan Kasasi
dan PK secara lengkap

X 100 %

Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum

Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah
yang di upload di Website
Jumlah putusan perkara

X 100 %

Panitera

Panitera

Panitera

Panitera

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan

Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
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Meningkatnya
Akses Peradilan
bagi Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirkan

a.

masyarakat
(ekonomi syariah')
yang dapat diakses
secara online dalam
waktu 1 hari sejak
diputus

Persentase perkara
prodeo yang
diselesaikan

Persentase Perkara
yang diselesaikan di
luar Gedung
Pengadilan
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Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan
X 100 %

Jumlah Perkara Prodeo
AR Panitera
Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan
Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung
Pengadilan
Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan
diluar gedung pengadilan

X 100%

Dirjen Badilum,
Badilag, dan
Badilmiltum

Catatan :

e Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian
Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di
Pengadilan

e Diluar Gedung Pengadilan adalah Perkara yang
diselesaikan diluar kantor pengadilan (zetting plaatz,
siding keliling maupun gedung-gedung lainnya)

Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan

Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
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c. Persentase Pencari
Keadilan Golongan Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan

Layanan Bantuan Hukum

-I\r/le;:]%r:s at L aygzgg Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu X'100%
Bantuan Hukum ( B Laporan Bulanan dan
POSBAKUM) Catatan : Laporan Tahunan

e PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian
Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di
Pengadilan Golongan tertentu yakni masyarakat miskin
dan terpinggirkan (marjinal).

d. Persentase Perkara JumlahPerkaraVolunteer Identitas Hukum yang diselesaikan

0,
Permohonan Jumlah PerkaraVolunteer Identitas Hukum yang diajukan X 100%
(Voluntair)
Identitas Hukum Catatan :

e Perma No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu
Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama
/" Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan akta Ketua Pengadilan  -3POran Bulanan dan
perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. 9 Laporan Tahunan

e SEMA Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan
Pemeriksaan perkara Volunteer Isbat Nikah dalam
Pelayanan Terpadu.

e Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya
tidak jelas.

e Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan,
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Meningkatnya

Kepatuhan
Terhadap
Pengadilan

Putusan

Persentase
Perkara Perdata
Ditindaklanjuti
(dieksekusi )

Putusan
yang
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Kementrian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan
Sipil.

Jumlah Putusan Perkara perdata sudah BHT
Yang tidak mengajukan Permohonan eksekusi
X 100 % Panitera Laporan Bulanan dan

Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT Laporan Tahunan

Catatan :
BHT = Berkekuatan Hukum Tetap
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F. PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama
Rantauprapat untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan menyusun
rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan. Adapun susunan
program dan kegiatan pokok sebagai berikut :

1.  Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung diprogramkan untuk mendukung pelaksanaan sasaran
trategis :

a. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara
optimal baik internal maupun eksternal
b. Meningkatnya transparasi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

dengan kegiatan pokok yang dilaksanakan sebagai berikut :

Peningkatan volume pengawasan internal
Minindak lanjuti temuan hakim pengawas
Meningkatkan kompetensi pegawai

Membuat sasaran kinerja pegawai

© o 0 T ®

Menginput data pegawai ke aplikasi SIKEP

2.  Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk

mencapai sasaran strategis :

a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntable
b. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
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d. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Untuk merealisasikan program ini, kegiatan pokok yang dilaksankan adalah :

a. Menyelesaian sisa perkara tahun lalu

b. Menyelesaikan perkara tepat waktu

c. Memaksimalkan proses pemeriksaan perkara

d. Menyelesaikan perkara dengan pasti, transparan dan akuntabel

e. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat

f. Melaksanakan pemberitahuan isi putusan tepat waktu

g. Menyampaikan salinan putusan kepada para pihak tepat waktu

h. Memaksimalkan penyelesaian perkara melalui mediasi

I.  Mengirimkan berkas perkara banding, kasasi dan PK dengan lengkap dan
tepat waktu

J.  Mengapload putusan ekonomi syariah 1 hari sejak diputus

k. Memberikan bantuan pembebasan biaya perkara

I.  Melaksanakan persidangan di luar gedung pengadilan (siding keliling)

m. Melaksanakan siding terpadu

n. Menyediakan Pos bantuan hokum (Pos Bakum)

0. Menindaklanjuti putusan perkara perdata (Eksekusi)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
bertujuan untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya transparasi
pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset dengan kegiatan melaksanakan
pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia

dalam DIPA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Tujuan Target Sasaran Target Strategi
No Jangka
Uraian Indikator waktu Uraian Indikator 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Kebijakan Program Kegiatan Anggaran
menengah
1 Terwujudnya | Persentase 86 Terwujudnya PEisEiEse Peningkatan | Program Penyelesaian | Thn.2015.Rp.57.295..000,-
s | o IS proses sisa perkara | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | pengelolaan | peningkatan | sisa perkara | Thn.2016.Rp.125.780.000.-
yang Peradilan yang yang
masyarakat percaya pasti, dedlesilen manajemen | manajemen | Penyelesaian | Thn.2017.Rp.120.870.000,-
terhadap tt.erhadap Z;anniizr:;bel Persentase Peradilan Peradilan perkara tepat | Thn.2018.Rp.115.385.000,-
sistem sistem perkara yang 87 88 89 90 91 | Agama Agama waktu Thn.2019.Rp.207.000.000,-
. peradilan diselesaikan
sl tepat waktu
melalui
Persentase
proses perkara yang
peradilan tidak )
Mengajukan
yang pasti, Upaya 95 96 97 98 98
transparan Hukum : .
- Banding
dan - Kasasi
akuntabel. ol
Index
responden
pencari
keadilan 0 0 82 82 85
yang puas
terhadap
layanan
peradilan
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Terwujudnya
penyederhan
aan proses
penanganan
perkara
melalui
pemanfaatan
teknologi

informasi

Persentase
Peningkata
n Efektivitas
Pengelolaa
n
Penyelesaia
n Perkara

50

Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

Persentase
Isi Putusan
yang
diterima
oleh para
pihak tepat
waktu

80

82

84

85

87

Persentase
Perkara yang
Diselesaikan
melalui
mediasi

10

Persentase
berkas
perkara yang
dimohonkan
Banding,
Kasasi dan
PK yang
diajukan
secara
lengkap dan
tepat waktu

95

96

100

100

100

Persentase
putusan
yang
menarik
perhatian
masyarakat
(ekonomi
syariah)
yang dapat
diakses
secara online
dalam waktu
1 hari
setelah
diputus

Peningkatan
pengelolaan
manajemen
Peradilan

Agama

Program
peningkatan
manajemen
Peradilan

Agama

Peningkatan
manajemen
Peradilan

Agama

Thn.2015.Rp.57.295..000,-

Thn.2016.Rp.125.780.000.-
Thn.2017.Rp.120.870.000,-
Thn.2018.Rp.115.385.000,-
Thn.2019.Rp.207.000.000,-
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Terwujudnya | Persentase 100 Meningkatnya Persentase 100 | 100 | 100 [ 100 [ 100 | Peningkatan | Program Peningkatan Thn.2015.Rp.57.295..000,-
. perkara Akses Perkara . . )
peningkatan vang Peradilan bagi Prodeolyang pengelolaan | peningkatan | manajemen Thn.2016.Rp.125.780.000.
akses diselesaikan Masyarakat diselesaikan manajemen | manajemen | Peradilan Thn.2017.Rp.120.870.000,-
lalui Miski
peradilan mela! iskin dan Peradilan | Peradilan | Agama Thn.2018.Rp.115.385.000,-
pembebasa Terpinggirkan
bagi n Agama Agama Thn.2019.Rp.207.000.000,-
masyarakat biaya/prode
miskin dan | ©
terpinggirkan
Persentase 100 100 100 100 100 100
perkara Persentase
yang Pgrkara yang
diselesaikan diselesaikan
di luar di luar
gedung Gedung
Pengadilan Pengadilan
Persentase 100 100 100 100 100 100
Persentase
perkara .
ang Pencari
y . Keadilan
terlayani
. Golongan
melalui
Tertentu
posbakum
yang
Mendapat
Layanan
Bantuan
Hukum
(Posbakum)
Persentase 100 Persentase 0 0 95 100 100
identitas Perkara
hukum Permohonan
yang (Volunter)
terpenuhi Identitas
Hukum
Terwujudnya | Persentase 70 Meningkatnya | Persentase 100 | 100 [ 100 [ 100 | 100 Program Peningkatan | Thn.2015.Rp.57.295..000,-
kepuasan Kepatuhan Putusan
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pelayanan para Terhadap Perkara peningkatan | manajemen Thn.2016.Rp.125.780.000.-
. . pencari Putusan Perdata yang . .
prima bagi keadilan Pengadilan ditindaKianju manajemen | Peradilan Thn.2017.Rp.120.870.000,
masyarakat terhadap ti (Eksekusi) Peradilan Agama Thn.2018.Rp.115.385.000,-
|
pencari ayanan Agama Thn.2019.Rp.207.000.000,-
peradilan
keadilan.
Terwujudnya Persentase 100 | 100 | 100 | 100 | 100
pelaksanaan jumlah
pengawasan kegiatan
kinerja aparat | pengawasan
peradilan yang
secara optimal | dilaksanaka
baik internal | n
maupun
eksternal
100 | 100 [ 100 | 100 | 100 Program
Persentase peningkstsn
temuan
hakim tugas teknis
pengawas .
yang lainnya
ditindaklanju Mahkamah
ti
Agung
100 100 | 100 | 100 | 100 Program Thn.2015.Rp.57.295..000,-

Meningkatnya
transparansi
pengelolaan
SDM,
keuangan dan
aset

Persentase
jabatan yang
sudah
memenuhi
standar
kompetensi
sesuai
dengan
parameter
obyektif

peningkstsn
tugas teknis
lainnya

Mahkamah

Agung

Thn.2016.Rp.125.780.000.-
Thn.2017.Rp.120.870.000, -
Thn.2018.Rp.115.385.000, -
Thn.2019.Rp.207.000.000, -
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Persentase
hasil
penginputan
data
pegawai
kedalam
aplikasi
SIKEP

100

100

100

100

100

Persentase
peningkatan
produktifitas
kinerja SDM
( SKP dan
penilaian
kinerja)

100

100

100

100

100

Persentase
terpenuhiny
a kebutuhan
standar
sarana &
prasarana
pendukung
peningkatan
pelayanan
prima

100

100

100

100

100
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G. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator Kkinerja. Pada

dasarnya Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan

tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu

satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan

khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas,

transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Tinggi Agama

Medan, menciptakan tolok ukur Kinerja sebagai dasar evaluasi Kinerja.

Perjanjian kinerja Pengadilan Agama Rantauprapat tahun 2019 terdiri 6 (enam)

sasaran strategis, 19 Indikator Kinerja.

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Terwujudnya proses Peradilan yang | persentase sisa perkara yang .
pasti, Transparan dan Akuntabel diselesaikan 100%
Persentase perkara yang diselesaikan 90%
tepat waktu 0
Persentase perkara yang tidak
Mengajukan Upaya Hukum : 95%
- Banding
- Kasasi
- PK
Index responden pencari keadilan
yang puas terhadap layanan peradilan 95%
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Peningkatan  Efektivitas
Penyelesaian Perkara

Pengelolaan

Persentase Isi Putusan yang diterima
oleh para pihak tepat waktu

88%

Persentase Perkara yang Diselesaikan
melalui mediasi

5%

Persentase berkas perkara yang
dimohonkan Banding, Kasasi dan PK
yang diajukan secara lengkap dan
tepat waktu

100%

Persentase putusan yang menarik
perhatian masyarakat (ekonomi
syariah) yang dapat diakses secara
online dalam waktu 1 hari setelah
diputus

1%

Meningkatnya Akses Peradilan bagi
Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Persentase Perkara Prodeo yang
diselesaikan

100%

Persentase Perkara yang diselesaikan
di luar Gedung Pengadilan

100%

Persentase Pencari Keadilan
Golongan Tertentu yang Mendapat
Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

100%

Persentase Perkara Permohonan
(Volunter) Identitas Hukum

100%

Meningkatnya  Kepatuhan
Putusan Pengadilan

Terhadap

Persentase Putusan Perkara Perdata
yang ditindaklanjuti (Eksekusi)

100%

Terwujudnya pelaksanaan pengawasan
Kinerja aparat peradilan secara optimal
baik internal maupun eksternal

Persentase pelaksanaan pengawasan

100%

Persentase tindak lanjut pengawasan

100%

Meningkatnya transparasi
SDM, Keuangan dan Aset

pengelolaan

Persentase jabatan yang sudah
memenuhi standar kompetensi sesuai
dengan parameter obyektif

100%

Persentase hasil pengimputan data
pegawai ke aplikasi SIKEP

100%

Persentase peningkatan produktifitas
kinerja SDM (SKP dan penilaian
kinerja)

100%
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Persentase terpenuhinya kebutuhan
standard sarana dan prasarana

pendukung peningkatan pelayanan HLoa
prima
Program atau kegiatan Anggaran
1. Pembinaan administrasi dan pengelolaan Rp. 3.412.204.000,-
keuangan Badan Urusan Administrasi
2. Pengadaan sarana dan prasaran di lingkungan Rp. 52.000.000,-
Mahkamah Agung
3. Peningkatan Manajemen Badan Peradilan Agam Rp. 98.685.000
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BAB Ill - AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Organisasi adalah untuk mengukur pencapaian kinerja dalam

kurun waktu satu tahun yaitu membandingkan Realisasi indikator kinerja yang

tercapai dengan target yang ditetapkan dalam penetapan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 yang menitik beratkan pada penjelasan tujuan

sasaran strategis, dalam mengukur pencapian kinerja dilakukan dengan tolak ukur

sebagai berikut :

1.
2.

Perbandingan antara target dengan realisasi tahun ini

Perbandingan realisasi Kinerja serta capaian Kinerja tahun ini dengan tahun lalu
dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan rencana kerja dengan target
jangka menengah dalam dokumen perencanaan

Analisis penyebab peningkatan dan penurunan serta solusi alternatif yang
telah dilakukan

Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya manuasia

Analisis program/kegiatan yang menunjang atau kegagalan pencapaian

penyataan Kinerja.

Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Tahun ini

Perbandingan antara target dengan realisasi adalah membandingkan target yang
ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dalam dokumen perencanaan dan realisasi
pada tahun 2019. Perbandingan tersebut diuraikan dalam bentuk tabel sebagai
berikut :
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Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntable

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

1. Persentase sisa perkara 100% 100% 100%
yang diselesaikan

2. Persentase perkara yang 91% 98% 108%
diselesaikan tepat waktu

3. Persentase perkara yang 98% 99% 101%
tidak Mengajukan Upaya
Hukum :
- Banding
- Kasasi
- PK

4. Index responden pencari 85% 99% 109%
keadilan yang puas
terhadap layanan peradilan

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
1. Persentase Isi Putusan yang 87% 87% 100%
diterima oleh para pihak
tepat waktu
2. Persentase Perkara 7% 7% 100%

yang Diselesaikan
melalui mediasi

3. Persentase berkas 100% 100% 100%
perkara yang
dimohonkan Banding,
Kasasi dan PK yang
diajukan secara
lengkap dan tepat
waktu

4. Persentase putusan 1% 0% 100%
yang menarik
perhatian masyarakat
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(ekonomi syariah)
yang dapat diakses
secara online dalam
waktu 1 hari setelah
diputus

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
1. Persentase Perkara Prodeo 100% 100% 100%
yang diselesaikan
2. Persentase Perkara yang 100% 100% 100%
diselesaikan di luar Gedung
Pengadilan
3. Persentase Pencari Keadilan 100% 100% 100%

Golongan Tertentu yang
Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)

4. Persentase Perkara 100% 100% 100%
Permohonan (Volunter)
Identitas Hukum

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
Persentase Putusan Perkara 100% 100% 100%
Perdata yang ditindaklanjuti
(Eksekusi)

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
1. Persentase 100% 100% 100%
pelaksanaan
pengawasan
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Persentase tindak
lanjut pengawasan

100%

100%

100%

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

1.

Persentase jabatan yang
sudah memenuhi standar
kompetensi sesuai dengan
parameter obyektif

100%

100%

100%

Persentase hasil
pengimputan data pegawai
ke aplikasi SIKEP

100%

100%

100%

Persentase peningkatan
produktifitas kinerja SDM
(SKP dan penilaian kinerja)

100%

100%

100%

4. Persentase terpenuhinya

kebutuhan standard sarana
dan prasarana pendukung
peningkatan pelayanan

prima

100%

100%

100%

2 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan

Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan realiasi Kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun

terakhir adalah membandingkan realiasi dan capaian kinerja tahun 2019 dengan

tahun 2018 serta tahun 2017 dan 2016. Agar lebih jelas, Perbandingan ini

diuraikan dalam bentuk tabel, adalah sebagai berikut :

46



LKjIP 2019
-Pengadilan.Agama Rantaurrarat Kelas |-B

2016 2017 2018 2019

INDIKATOR KINERJA

Rea | Cap | Rea | Cap | Rea | Cap | Rea | Cap

1. Persentase sisa | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
perkara yang
diselesaikan

2. Persentase perkara | 64% | 74% | 60% | 74% | 94% | 104% | 98% | 108%
yang diselesaikan
tepat waktu

3. Persentase perkara | 97% | 100% | 97% | 100% | 98 | 100% | 99% | 101%
yang tidak
Mengajukan Upaya
Hukum :

- Banding
- Kasasi
- PK

4. Index responden - - 75% | 91% | 75% | 91% | 99% | 109%
pencari keadilan
yang puas terhadap
layanan peradilan

INDIKATOR 2016 2017 2018 2019

KINERJA Rea | Cap | Rea | Cap | Rea | Cap | Rea | Cap

1. Persentase Isi| 68% | 82% |80% |84% |85% | 100% | 87% | 100%
Putusan  yang
diterima oleh
para pihak tepat
waktu

2. Persentase 2% 67% 3% | 100% | 9% | 116% 7% | 100%
Perkara  yang
Diselesaikan
melalui mediasi

3. Persentase 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
berkas perkara
yang
dimohonkan
Banding, Kasasi
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dan PK yang
diajukan secara
lengkap dan
tepat waktu

4. Persentase - - - - 0 100% 0% | 100%
putusan  yang
menarik
perhatian
masyarakat
(ekonomi
syariah)  yang
dapat diakses
secara online
dalam waktu 1
hari setelah
diputus

INDIKATOR 2016 2017 2018 2019

KINERJA Rea | Cap | Rea | Cap | Rea | Cap | Rea | Cap

1. Persentase 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Perkara Prodeo

yang
diselesaikan

2 Persentase 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

Perkara yang
diselesaikan di
luar Gedung
Pengadilan

3. Persentase 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

Pencari
Keadilan
Golongan
Tertentu yang
Mendapat
Layanan
Bantuan Hukum
(Posbakum)

A EErEE RS 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

Perkara
Permohonan
(Volunter)
Identitas Hukum
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Perkara Perdata yang
ditindaklanjuti
(Eksekusi)

INDIKATOR 2016 2017 2018 2019
KINERJA Rea | Cap | Rea | Cap | Rea | Cap | Rea Cap
Persentase Putusan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

INDIKATOR
KINERJA

2016

2017

2018

INDIKATOR 2016 2017 2018 2019
KINERJA Rea | Cap | Rea | Cap | Rea | Cap | Rea Cap
1. Persentase 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
pelaksanaan
pengawasan
2. Persentase 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
tindak lanjut
engawasan

2019

Rea | Cap

Cap

Rea | Cap

Rea

Cap

Persentase jabatan
yang sudah memenuhi
standar kompetensi
sesuai dengan

parameter obyektif

100% | 100%

100% | 100%

100% | 100%

100%

100%

Persentase hasil
pengimputan data
pegawai ke aplikasi
SIKEP

100% | 100%

100% | 100%

100% | 100%

100%

100%

Persentase
peningkatan
produktifitas kinerja
SDM (SKP dan
penilaian kinerja)

100% | 100%

100% | 100%

100% | 100%

100%

100%

Persentase

terpenuhinya

100% | 100%

100% | 100%

100% | 100%

100%

100%
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kebutuhan standard
sarana dan prasarana
pendukung peningkatan
pelayanan prima

3. Perbandingan Realisasi

Kinerja Tahun

Ini

Dengan Target Jangka

Menengah Dalam Dokumen Perencanaan

Perbandingan realisasi

kinerja tahun ini dengan rencana kerja target jangka

menengah adalah perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2019

dengan target kinerja dalam dokumen perencanaan jangka menengah, dengan

pengertian sampai sejauh mana capaian Kinerja dan

indikator kinerja yang

direalisasikan sampai dengan tahun 2019. Untuk lebih jelasnya digambarkan

dalam tabel dibawah ini :

1. Terwujudnya
proses peradilan
yang pasti,

. Persentase sisa

perkara yang
diselesaikan

100%

100%

100%

transparan dan
akuntable

. Persentase

perkara yang
diselesaikan tepat
waktu

98%

91%

95%

. Persentase

perkara yang
tidak Mengajukan
Upaya Hukum :

- Banding

- Kasasi

- PK

99%

98%

98%

. Index responden

pencari keadilan
yang puas
terhadap layanan
peradilan

99%

85%

85%
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2  Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

1. Persentasi Isi

Putusan yang
diterima oleh para
pihak tepat waktu

87%

85%

90%

. Persentase

Perkara yang
Diselesaikan
melalui mediasi

7%

9%

10%

. Persentase

berkas perkara
yang dimohonkan
Banding, Kasasi
dan PK yang
diajukan secara
lengkap dan tepat
waktu

100%

100%

100%

. Persentase

putusan yang
menarik perhatian
masyarakat
(ekonomi syariah)
yang dapat
diakses secara
online dalam
waktu 1 hari
setelah diputus

0%

1%

100%

3 Meningkatnya
Akses
bagi
Miskin
Terpinggirkan

Peradilan
Masyarakat

dan

1 Persentase

Perkara Prodeo

yang
diselesaikan

100%

100%

100%

Persentase
Perkara yang
diselesaikan di
luar Gedung
Pengadilan

100%

100%

100%

Persentase
Pencari Keadilan
Golongan

100%

100%

100%
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Tertentu yang
Mendapat
Layanan Bantuan
Hukum
(Posbakum)

4 Persentase

Perkara
Permohonan
(Volunter)
Identitas Hukum

100%

100%

100%

Tujuan 4: Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
4. Meningkatnya Putusan Perkara 100% 100% 100%
Kepatuhan Perdata yang
Terhadap Putusan ditindaklanjuti
Pengadilan (Eksekusi)
5. Terwujudnya 1. Persentase 100% 100% 100%
pelaksanaan pengaduan
pengawasan kinerja yang ditindaklan
aparat peradilan juti
secara optimal baik
internal maupun
eksternal.
2. Persentase 100% 100% 100%
temuan Hakim
pengawas yang
ditindaklanjuti
6. Meningkatnya 1. Persentase 100% 100% 100%
transparasi jabatan yang
pengelolaan sudah
SDM, memenuhi
Keuangan standar
dan Aset kompetensi
sesuai dengan
parameter
obyektif
2. Persentase 100% 100% 100%
hasil
pengimputan
data pegawai ke
aplikasi SIKEP
3 Persentase 100% 100% 100%
peningkatan
produktifitas
kinerja SDM
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(SKP dan
penilaian kinerja

4. Persentase 100% 100% 100%
terpenuhinya
kebutuhan
standard sarana
dan prasarana
pendukung
peningkatan
pelayanan
prima

4.Analisis Penyebab Peningkatan Dan Penurunan Serta Solusi
Alternatif yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab peningkatan dan penurunan serta solusi alternatif yang telah
dilakukan adalah sebuah analisa untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja
dapat direalisasikan sesuai dengan terget yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja
dan penyebab peningkatan kinerja/kegagalan pencapian kinerja dalam tahun 2019
serta solusi alternatif yang telah dilakukan dalam peningkatan pencapaian Kinerja.

Analisis ini akan diuraikan satu persatu berdasarkan tujuan, sasaran strategis dan

indikator kinerja :

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI| CAPAIAN
1 Persentase sisa perkara yang 100% 100% 100%
diselesaikan
3. Persentase perkara yang 91% 98% 108%
diselesaikan tepat waktu
4. Persentase perkara yang tidak 98% 99% 101%
Mengajukan Upaya Hukum :
- Banding

53



LKjIP 2019

Pengadilan.Agama Rantauprapat Kelas I-B

- Kasasi
- PK

Index responden pencari 85% 99% 109%
keadilan yang puas terhadap
layanan peradilan

Pada sasaran ini ada 5 (lima ) indikator yang digunakan untuk mencapai tujuan.

Kelima indikator ini akan diuraikan satu persatu dibawah ini sebagai berikut :

1.

Persentase sisa perkara yang diselesaiakan

Dalam penetapan kinerja Pengadilan Agama Rantauprapat tahun 2019,
persentase sisa perkara yang diselesaikan ditargetkan 100% dengan jumlah 103
perkara. Rumus yang digunakan untuk mengukur persentase sisa perkara yang
diselesaian adalah :

Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan .
Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan X 100%

Sisa perkara adalah beban kerja yang belum dapat diselesaikan pada tahun
berjalan (2018) sehingga menjadi sisa pada tahun berikutnya (2019). Adanya
sisa perkara disebabkan beberapa hal yaitu :

a. Tidak dapat diselesaikan karena regulasi tidak membolehkan seperti perkara
PP 10 Tahun 1983 dan ghaib

b. Tidak dapat diselesaikan karena para pihak tidak renponsif atas perintah
Majelis Hakim dalam persidangan

c. Tidak dapat diselesaikan karena pemanggilan para pihak melalui tabayun

d. Tidak dapat diselesaikan karena perkara yang diterima pada bulan Desember

Pada tahun tahun 2018 perkara yang belum diselesaikan berjumlah 103. Pada
tahun 2019 Pengadilan Agama Rantauprapat telah menyelesaikan sisa perkara

berjumlah 103 perkara. Apabila dibandingkan jumlah sisa perkara yang
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diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan, maka
persentase sisa perkara yang diselesaikan terlaksana 100%. Jika dibandingkan
target Penetapan kinerja dengan realisasi indicator Kinerja capaiannya 100%.
Tercapainya indicator kinerja ini, karena komitmen bersama antara pimpinan
dengan seluruh hakim, panitera, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita pengganti
Pengadilan Agama Rantauprapat untuk mempercepat penyelesaian perkara

dengan tepat waktu dan penuh tanggung jawab.

2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Dalam penetapan kinerja Pengadilan Agama Rantauprapat tahun 2019 perkara
yang diselesaikan tepat waktu ditargetkan 91% dengan jumlah 2.087 perkara.
Rumus yang digunakan untuk mengukur persentase perkara yang diselesaikan

tepat waktu adalah :

Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan ;g0
Jumlah Perkara yang ada
Selama tahun 2019 Pengadilan Agama Rantauprapat menerima perkara 2.013
perkara ditambah dengan sisa perkara tahun 2018 berjumlah 103 perkara,
sehingga jumlah perkara yang harus diselesaikan berjumlah 2.116 perkara. Dari
2.116 perkara selama tahun 2019 Pengadilan Agama Rantauprapat
menyelesaikan perkara 2.087 perkara, jika dibandingkan jumlah perkara yang
diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada, maka realiasasinya
98%. Apabila dibandingkan target dengan realisasi capaian indikator kinerja ini

108%. Kerberhasilan Pengadilan Agama Rantauprapat mencapai target indikator
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ini, karena seluruh aparatur Pengadilan Agama Rantauprapat berkomitmen untuk
memprioritaskan penyelesaian perkara tepat waktu dengan mengambil langkah-
langkah strategis yang dapat menunjang percepatan penyelesaian perkara seperti:

a. Menunda persidangan hanya satu minggu.

b. Pemantuan penyelesaian perkara oleh pimpinan.

c. melakukan evaluasi penyelesaian perkara setiap rapat koordinasi

d. Pemberian reward kepada Majelis Hakim yang terbanyak menyelesaikan

perkara dalam satu bulan.

Rencana Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Agama Rantauprapat memuat angka target
kinerja tahun 2020 untuk seluruh indikator Kinerja yang ada pada tingkat sasaran
dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai
dalam periode tahun 2020. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi
dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh

organisasi (performance agreement) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.

. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan

Peninjauan kembali (PK)

Dalam penetapan kinerja Pengadilan Agama Rantauprapat 2019, target indikator ini

ditetapkan 98%. Rumus yang digunakan untuk mengukur indikator ini adalah :

Jumlah Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum X 100%
Jumlah Putusan Perkara

Pada tahun 2019 perkara yang diajukan upaya hukum banding, kasasi dan

Peninjauan kembali (PK). berjumlah 20 perkara sedangkan jumlah putusan perkara
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2.087 putusan, dengan demikian jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya
hokum banding, kasasi dan PK berjumlah 2.067 perkara. jika 2.067 dibandingkan
jumlah putusan perkara 2.087, maka realisasinya 98%. Apabila realisasi (98%)
dibandingkan dengan target (99%) maka capaian indikator ini 100%. Tercapainya
target kinerja ini dikarenakan bahwa hakim yang memeriksa dan , memutus perkara
betul-betul mempertibangkan setiap perkara berdasarkan fakta-fakta serta memutus
berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan.
Dalam penetapan kinerja Pengadilan Agama Rantauprapat target indikator ini

ditetapkan 85%. Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Rantauprapat melakukan
survey kepuasan pencari keadilan atau Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dimulai
tanggal 1 Nopember sampai dengan 31 Desember 2019. Berdasarkan analisa
terhadap hasil pengolahan survei Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama
Rantauprapat maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

a) Hasil penyusunan Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama
Rantauprapat Tahun 2019 menunjukkan kategori SANGAT BAIK, vyaitu
dengan nilai rata-rata tertimbang IKM 3,36 atau konversi IKM 83,95.

b)  Hasil pengolahan Kepuasan Masyarakat memberikan informasi bahwa :

Unsur — unsur pelayanan tertinggi dari hasil survey adalah :

- U3. Kejelasan petugas

- UA4. Kedisiplinan petugas pelayanan
- UbL. Keberadaan petugas pelayanan
- U6. Kemampuan Petugas Pelayanan
- U9. Kesopanan petugas pelayan

- U10. Keramahan Petugas Pelayanan

- U1l. Kesesuaian jadwal pelayanan
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- U14. Keamanan lingkungan
Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat sebesar 85% jika dibandingkan

target yang ditetapkan sebesar 85%, maka capaian indek kepuasan masyarakat
terhadap layanan pengadilan sebesar 100% dengan demikian index kepuasan
masyarakat atas layanan pengadilan telah mencapai target yang ditetapkan. Atas
capaian Pengadilan Agama Rantauprapat dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat adalah karena komitmen bersama seluruh aparatur Pengadilan Agama

Rantauprapat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari

keadilan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
1. Persentase Isi Putusan yang 87% 87% 100%
diterima oleh para pihak tepat
waktu
2. Persentase Perkara yang 7% 7% 100%
Diselesaikan melalui
mediasi
3. Persentase berkas perkara 100% 100% 100%

yang dimohonkan
Banding, Kasasi dan PK
yang diajukan secara
lengkap dan tepat waktu

4. Persentase putusan yang 1% 0% 0%
menarik perhatian
masyarakat (ekonomi
syariah) yang dapat
diakses secara online
dalam waktu 1 hari setelah
diputus
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Pada sasaran ini ada 4 (empat) indikator yang digunakan untuk mencapai tujuan.
Keempat indikator ini akan diuraikan satu persatu dibawah ini sebagai berikut :

1. Persentase isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu.

Dalam penetapan kinerja Pengadilan Agama Rantauprapat indikator ini ditargetkan

87%. Rumus yang digunakan mengukur indicator ini adalah :

Jumlah Isi Putusan yang terima tepat waktu
Jumlah Putusan

x 100%

Sepanjang tahun 2019, Pengadilan Agama Rantauprapat telah menerbitkan salinan
putusan berjumlah 2.087, dari 2.087 salinan putusan yang diterbitkan 1.830 salinan
putusan telah disampaikan kepada para pihak. Jika dibandingkan salinan putusan
yang disampaikan kepada masyarakat (1.830) dengan jumlah salinan putusan yang
diterbutkan tahun 2019 (2.087), maka realisasinya 87%. Apabila realisasi (87%)
dibandingkan dengan target (87%) maka capaian indicator ini 100%. Atas

keberhasilan pencapaian indikator ini, berbagai upaya yang dilakukan adalah :

a. Memberitahukan kepada para pihak suapaya mengambil salinan putusan
pada siding pembacaan putusan,

b. Meja Il menyertakan salinan putusan saat pihak Penggugat/Pemohon
mengambil akta cerai

c. Mengirimkan salinan putusan ke alamat para pihak yang berperkara jika

salinan putusan belum diambil.

2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

Dalam penetapan kinerja Pengadilan Agama Rantauprapat tahun 2019,
indicator ini ditetapkan 7%, rumus yang dipergunakan untuk mengukur

indikator kinerja ini adalah :
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Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi x 100%
Jumlah perkara yang dilakukan Mediasi

Sepanjang tahun 2019 Pengadilan Agama Rantauprapat menerima perkara 2.116
perkara, dari jumlah perkara yang diterima ada perkara yang menurut sifatnya tidak
perlu dimediasi, dan ada pula karena menurut aturan tidak dimediasi yaitu :

a). Perkara Volunter,
b). Perkara yang tidak layak dimediasi (Penggugat/Termohon tidak hadir di
persidangan)

Dari 2.116 perkara yang diterima Pengadilan Agama Rantauprapat pada tahun 2019
perkara yang layak dimediasi berjumlah 147 perkara atau sekitar 7,30%, dan yang
tidak layak dimediasi berjumlah 1.866 perkara sekitar 92,70%. Dari 155 perkara
yang layak dimediasi yang berhasil diselesaikan melalui dimediasi sebanyak 10
perkara atau sekitar 7%. Jika dibandingkan realiasi (7%) dengan target yang
ditetapkan (7%), maka capaian indikator ini 100%. Tercapainya target pada
indikator kinerja ini, dikarenakan mediator yang melaksanakan mediasi kepada para
pihak berusaha semasksimal mungkin supaya para pihak yang berperkara berdamai
dengan memberikan nasehat, pandangan dan akibat hukum dari perkara yang
diajukan oleh para pihak.

3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang

diajukan secara lengkap dan tepat waktu.

Dalam penetapakan kinerja Pengadilan Agama Rantauprapat indikator ini ditetapkan

100%, rumus yang digunakan mengukur indicator ini adalah :

Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding,
Kasasi dan PK secara lengka x 100%
Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum
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Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Rantauprapat mengirimkan berkas perkara yang
dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap berjumlah 20 berkas perkara.
Jika dibandingkan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK
secara lengkap (20 berkas) dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya
hukum (20 berkas), maka capaian indikator ini 100%. Tercapainya target indikator
ini adalah upaya seluruh aparatur Pengadilan Agama Rantauprapat untuk
meningkatkan kinerja untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat
pencari keadilan merupakan salah satu agenda dari pemberian pelayanan prima
sebagaimana yang dituangkan dalam program kerja Pengadilan Agama Rantauprapat

tahun 2019.

4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah)

yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Dalam penetapan kinerja Pengadilan Agama Rantauprapat tahun 2018, indikator
Kinerja ini ditetapkan 100%. Rumus yang digunakan mengukur indicator Kinerja ini

adalah :

Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah
yang diapload dalam website x 100%
Jumlah putusan perkara

Selama tahun 2019, Pengadilan Agama Rantauprapat tidak ada menerima,
memeriksa dan mengadili perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, sehingga
amar putusan perkara ekonomi syariah tidak ada yang diapload ke dalam website.

Berhubung ini sifatnya ada ketergantungan kepada perkara yang diajukan oleh
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masyarakat, dalam perencanaan maupun target Kinerja ditetapkan 100% dengan

pengertian apabila ada 1 perkara yang diselesaikan maka capaiananya 100%

demikian juga jika tidak ada yang mengajukan maka capaiannya 100%.

INDIKATOR KINERJA TARGET REA%'SAS CAPAIAN
1. Persentase Perkara Prodeo yang 100% 100% 100%
diselesaikan
2. Persentase Perkara yang 100% 100% 100%
diselesaikan di luar Gedung
Pengadilan
3. Persentase Pencari Keadilan 100% 100% 100%

Golongan Tertentu yang
Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)

4. Persentase Perkara Permohonan 100% 100% 100%
(Volunter) Identitas Hukum

Pada sasaran ini ada 4 (empat) indikator yang digunakan untuk mencapai tujuan.
Keempat indikator ini akan diuraikan satu persatu dibawah ini sebagai berikut :

1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Pada penetapan kinerja Pengadilan Agama Rantauprapat 2018, indicator kinerja ini

ditargetkan 100%, rumus yang digunakan mengukur Kinerja ini adalah :

Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan

x 100%
Jumlah Perkara Prodeo
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Selama tahun 2019, Pengadilan Agama Rantauprapat menerima perkara prodeo 99
perkara, dari 99 perkara prodeo diselesaikan berjumlah 99 perkara sehingga
realisasi perkara prodeo yang diselesaikan 100%. Apabila dibandingkan realisasi
(100%) dengan target (100%), maka capaian indicator Kkinerja ini 100%.
Tercapainya indicator persentase perkara prodeo yang diselesaikan tidak terlepas
dari percepatan penyelesaian perkara dengan program penyelesaian perkara tepat
waktu.

2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
Pada penetapan kinerja Pengadilan Agama Rantauprapat tahun 2019, target

indikator ini ditetapkan 100%, rumus yang digunakan mengukur capaian indicator

ini adalah :

Jumlah Perkara yang dislesaikan di luar Gedung Pengadilan
Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan x 100%

Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Rantauprapat melaksanakan sidang di luar
gedung pengadilan yang disebut juga dengan siding keliling. Jumlah perkara yang
disidangkan melalui sidang keliling sebanyak 407 perkara, sedangkan jumlah
perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan 407perkara
dengan amar putusan 380 diterima dan 17 ditolak. Jika dibandingkan jumlah
perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang
seharusnya diselesaiakan di luar gedung pengadilan maka realisasinya 100%.
Apabila dibandingkan realisasi dengan target maka indikator kinerja ini mencapai
100%. Atas keberhasilan Pengadilan Agama Rantauprapat mencapai target
indikator kinerja ini, dikarenakan program sidang di luar gedung Pengadilan betul-

betul dijalankan sesuai dengan matrik pencapaian target kinerja sebagaimana dalam
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program kerja Pengadilan Agama Rantauprapat tahun 2018 dengan langkah-
langkah sebagai berikut :

a). Menetapkan jadwal sidang di luar gedung Pengadilan

b). Menetapkan Majelis sidang diluar gedung pengadilan

c). Menetapkan perkara yang akan disidangkan di luar gedung

d). Memulai sidang di luar gedung pengadilan tepat pukul 09.00 Wib

e). Memberitahukan kepada para pihak supaya mempersiapkan segala
syarat-syarat yang diperlukan dalam persidangan seperti alat bukti yang
dibutuhkan dan renponsif atas perintah-perintah Majelis.

3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan
Bantuan Hukum (Posbakum)
Pada penetapan kinerja Pengadilan Agama Rantauprapat tahun 2019, indikator
ini ditargetkan 100%, rumus yang digunakan mengukur capaian indikator

Kinerja ini adalah :

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang

Mendapatkan L ayanan Bantuan Hukum x 100%

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu

Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Rantauprapat memberikan layanan bantuan
hukum kepada masyarakat tertentu melalui penyedia layanan bantuan hukum yang
ditunjuk dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Rantauprapat. Selama tahun 2019,
Jumlah layanan yang diberikan oleh pemberi layanan bantuan(Pos bakum) 499 jam
layanan, dengan jumlah pencari keadilan yang dilayani ( pencari keadilan
golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum) sebanyak 648
orang, sedangkan jumlah permohonan pencari keadilan yang diterima petugas
posbakum (pencari keadilan golongan tertentu) sebanyak 648, Jika dibandingkan

jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum

64



LKjIP 2019

Pengadilan.Agama Rantauprapat Kelas I-B

(648 orang) dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu (648 orang) maka
realisasinya 100%. Apabila dibandingkan realisasi dengan target maka capaian
indikator ini 100%. Tercapainya target kinerja pada indikator ini tidak terlepas dari
upaya Pengadilan Agama Rantauprapat mewujudkan pelayanan prima dengan
langkah strategis yang diambil yaitu :

a)  Menetapkan penyedia layanan bantuan hukum Pengadilan Agama
Rantauprapat pada bulan pebruari 2019.

b)  Memberikan arahan dan pembinaan kepada penyedia layanan bantuan
hukum.

c)  Menepelkan pengumuman-penguman, pamplet, baner di Pengadilan
Agama Rantauprapat tentang persyaratan mendapatkan layanan bantuan
hukum di Pengadilan Agama Rantauprapat

d)  Mengevaluasi kinerja penyedia layanan bantuan hukum sekali dalam 3
(tiga) bulan.

e)  Melakukan pengawasan dan pemantauan atas kinerja penyedia layanan

bantuan hukum.

4.Persentase Perkara Permohonan (Volunter) Identitas Hukum

Pada penetapan kinerja Pengadilan Agama Rantauprapat 2019, indicator ini

ditargetkan 100%, dengan rumus yang digunakan mengukurnya adalah :

Jumlah Perkara Volunter Identitas Hukum yang diselesaikan

0,
Jumlah Perkara Volunter ldentitas Hukum yang diajukan x 100%

Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Rantauprapat melaksanakan sidang Itsbat

nikah (perkara volunteer identitas hukum) di tiga tempat yaitu :

a) Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dengan jumlah perkara yang

disidangkan 107 perkara
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b) Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu dengan jumlah
perkara yang disidangkan 82 perkara

c) Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu dengan jumlah perkara
yang disidangkan 111 perkara

d) Kecamatan Panai Hulu — Kecamatan Bilah Hilir dengan jumlah perkara

yang disidangkan 107 Perkara.
Jumlah perkara volunter identitas hokum yang diselesaikan pada tahun 2019
sebanyak 407 perkara, sedangkan jumlah perkara volunter identitas hukum yang
diajukan sebanyak 407 perkara, maka capaian Kinerja penyelesaian perkara
volunter yang berkaitan dengan identitas hukum terealisasi 100%. Apabila
realisasi( 100%) dibandingkan target (100%) maka capaian indikator kinerja ini
100%. Tercapainya target indikator kinerja ini dilakukan dengan langkah-langkah
kegiatan yang realitis seperti
a). Melakukan kerja sama dengan pihak Pemerintah Daerah dan LSM yang
ada di wilayah hukum Pengadilan Agama Rantauprapat dalam hal
pelaksanaan siding itsbat nikah.
b). Membuat rencana kegiatan sidang itsbat nikah
c). Melaksanakan sidang itsbat nikah sesuai dengan rencana kegiatan yang

ditetapkan

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

Persentase Putusan Perkara Perdata 100% 100% 100%
yang ditindaklanjuti (Eksekusi)
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Pada sasaran ini ada 1 (satu) indikator yang digunakan untuk mencapai
tujuan.Penejelasan indikator ini akan diuraikan pada penejelasan dibawabh ini :

e  Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah
perbandingan jumlah putusan perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap
yang tidak mengajukan permohonan eksekusi dengan jumlah putusan perkara perdata
yang sudah berkekuatan hukum tetap. Berikut ini capaian sasaran 1V Tahun 2016 s.d

2019:

2016 2017 2018 2019

Rea | Cap | Rea | Cap | Rea | Cap | Rea | Cap
Persentase  Putusan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

Perkara Perdata yang
ditindaklanjuti
(Eksekusi)

INDIKATOR KINERJA

Indikator ini untuk mengukur kepatuhan para pencari keadilan terhadap amar (isi)

putusan pengadilan.

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
Persentase pelaksanaan 100% 100% 100%
pengawasan
Persentase tindak lanjut 100% 100% 100%
hasil pengawasan

Pada sasaran ini ada 2 (dua) indikator yang digunakan untuk mencapai tujuan.

Penjelasan indikator ini akan diuraikan dibawahan sebagai berikut :

1. Persentase pelaksanaan pengawasan
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Pada penetapan kinerja Pengadilan Agama Rantauprapat tahun 2019, target kinerja
pada indicator ini ditetapkan 100% dengan kegiatan yang dilaksanakan 2 kali.

Rumus yang digunakan mengukur indicator ini adalah :

Jumlah kegiatan pengawasan yang terlaksana
Jumlah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan

x 100%

Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Rantauprapat, telah melaksanakan pengawasan
internal sebanyak 2 kali kegiatan, sedangkan pelaksanaan pengawasan yang
direncanakan 2 kali kegiatan, Apabila dibandingkan pengawasan yang terlaksana
dengan rencana pelaksanaan pengawasan 2, maka capaian indicator ini 100%. Atas
tercapainya indicator ini, karena Pengadilan Agama Rantauprapat betul-betul
melaksanakan rencana kerja yang ditetapkan.

2. Persentase tindak lanjut hasil pengawasan

Dalam penetapan kinerja Pengadilan Agama Rantauprapat, target kinerja indikator

tindak lanjut hasil pengawasan 100%. Rumus yang digunakan adalah:

Jumlah temuan hakim pengawas bidang
yang ditindak lanjuti
Jumlah temuan hakim pengawas bidang

X 100%

Pada tahun 2019, Hakim pengawas bidang melaukan pengawasan dibidang
kepaniteraan dan bidang kesekretariatan, Jumlah temuan hakim pengawas bidang
seluruhnya pada 3 (tiga) kegiatan pengawasan 20 item temuan, dari 20 item temuan
hakim pengawas bidang semuanya telah ditindak lanjuti, dengan demikian jika
dibandingkan jumlah temuan hakim yang ditindak lanjuti dengan jumlah temuan
hakim pengawas bidang, relaisasinya 100%. Atas tercapainya indicator kinerja ini,
komitmen seluruh aparatur Pengadilan Agama Rantauprat dalam memperbaiki dan

menyempurnakan seluruh dokumen dokumen yang ada.
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INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI | CAPAIAN

1. Persentase jabatan yang sudah 100% 100% 100%
memenuhi standar kompetensi
sesuai dengan parameter
obyektif

2. Persentase hasil pengimputan 100% 100% 100%
data pegawai ke aplikasi SIKEP

3. Persentase peningkatan 100% 100% 100%
produktifitas kinerja SDM (SKP
dan penilaian kinerja)

4. Persentase terpenuhinya 100% 100% 100%

kebutuhan standard sarana dan
prasarana pendukung
peningkatan pelayanan prima

Pada sasaran strategis ini ada 4 (empat) indikator untuk mengukur kinerja ini, dan

akan diuraikan analisisnya satu persatu yaitu :

1. Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan
parameter obyektif
Pada penetapan kinera Pengadilan Agama Rantauprapat tahun 2019, target
indikator ini ditetapkan 100%, rumus yang digunakan mengukur indicator ini

adalah :

Jumlah pejabat yang sudah memenuhi standard kompetensi
sesuai dengan parameter objektif
Jumlah jabatan yang ada

X 100%

Pada tahun 2019, seluruh jabatan yang ada di Pengadilan Agama Rantauprapat

sudah diisi oleh pejabat-pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi objektif.
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Apabila dibandingkan jumlah pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi
sesuai dengan parameter objektif dengan jumlah jabatan yang ada, maka realisasi
indikator ini 100%.

2. Persentase hasil pengimputan data pegawai ke aplikasi SIKEP

Sistem informasi kepegawaian (SIKEP) adalah sistem informasi terpadu yang
meliputi pendataan pegawai, pengelolaan, prosedur, prosedur dan tata kerja sumber
daya manusia dalam rangka mendukung administrasi kepegawaian Mahkamah
Agung. Dalam penetapan kinerja Pengadilan Agama Rantauprapat tahun 2019,

indicator ini ditetapkan 100%, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

Jumlah data-data pegawai yang telah diimput ke dalam SIKEP X 100%
Jumlah pegawai

Pada tahun 2019, jumlah pegawai 19 orang, yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua,
Hakim, Panitera, Sekretaris Panitera Muda, Pejabat structural, Panitera Pengganti
jurusita pengganti dan staff. Pengadilan Agama Rantauprapat telah mengimput
data-data pegawai yang harus diimput ke dalam SIKEP dan hasil pengimputan data-
data pegawai pada persentase hasil pengimputan telah mencapai 100%, dengan
demikian realisasi indicator ini telah terealisasi 100%.

3. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian kinerja)

Pada penetapan kinerja Pengadilan Agama Rantauprapat tahun 2019, target
indicator kinerja ini ditetapkan 100%, dengan 19 pegawai.rumus yang digunakan
adalah :

Jumlah pegawai
Jumlah pegawai « 100%
Jumlah pegawai yang membuat SKP
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Pada tahun 2019, jumlah pegawai Pengadilan Agama Rantauprapat 19 orang, yang
terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris Panitera Muda, Pejabat
structural, Panitera Pengganti dan staff dari 19 orang telah membuat SKP pada awal
tahun yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan atasan langsungnya.Apabila
dibandingkan jumlah pegawai dengan jumlah SKP yang dibuat maka indicator ini
mencapai 100%. Tercapainya target indicator ini kesadaran dari seluruh Pegawai
Pengadilan Agama Rantauprapat bahwa membuat SKP merupakan kewajiban setiap
ASN.

4. Persentase terpenuhinya kebutuhan standard sarana dan prasarana pendukung

peningkatan pelayanan prima

Pada penetapan Kkinerja Pengadilan Agama Rantauprapat tahun 2018, target
indicator Kinerja ini ditetapkan 100%, dengan 1 kegiatan,rumus yang digunakan

adalah :

Jumlah kegiatan sarana dan prasarana
Jumlah kegiatan sarana dan prasarana dalam DIPA

X 100%

Sesuai dengan DIPA Pengadilan Agama Rantauprapat tahun 2019, kegiatan sarana
dan prasarana yang dilaksanakan  pengadaan pengolah data pendukung SIPP
sedangkan jumlah kegiatan pengadaan sarana dan prasarana dalam DIPA pengadaan
pengolah data pendukung SIPP, Jika dibandingkan antara realisasi dengan target
maka capaian kinerja ini 100%. Tercapainya indicator Kinerja ini untuk mewujudkan

pelayanan prima di Pengadilan Agama Rantauprapat.

5. Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2019 sumber daya manusia Pengadilan Agama Rantauprapat

berjumlah 27 orang terdiri dari 19 orang PNS dan 8 orang Tenaga Kontrak.
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1 | Ketua 1
2 | Wakil Ketua 1
3 Hakim 7
4 Panitera 1
5 Sekretaris 1
6 | Wakil Panitera 0
7 Panmud Hukum 1
8 Panmud Gugatan 1
9 Panmud Permohonan 1

Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan
10 1
Tata Laksana

11 | Kasubbag Perencanaan, Tl dan Pelaporan 1
12 | Kasubbag Umum dan Keuangan 1
13 | Panitera Penggati 1
14 | Jurusita 0
15 | Jurusita Pengganti 0
16 | Staf 1
17 | Honorer 8

Jumlah 27
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Penggunaan Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Rantauprapat telah
dilakukan secara optimal karena dalam mewujudkan capaian kinerja sesuai
Penetapan Kinerja Tahun 2019, banyak tugas-tugas yang harus diselesaikan
dengan tepat waktu terutama dalam penyelesaian tugas pokok peradilan, yaitu
memutus perkara yang diajukan dengan cepat, tepat dan biaya murah. Apabila
ditinjau dari sumber daya manusia yang ada sekarang masih jauh dari mencukupi,
karena standar jumlah pegawai Pengadilan Klas | B sebanyak 95 orang,
sedangkan pegawai Pengadilan Agama Rantauprapat hanya berjumlah 19 orang

pegawai ditambah 8 orang tenaga honor.

Dalam memanfaatkan sumber daya manusia pada Pengadilan Agama
Rantauprapat, Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat mengambil kebijakan
dengan merangkap tugas beberapa jabatan, seperti Panitera Pengganti merangkap
Jurusita Pengganti, Petugas Meja | dan Petugas Meja 111, , dan Kepala Sub Bagian
merangkap Jurusita Pengganti. Perangkapan tugas ini bertujuan untuk
menyelesaikan tugas-tugas pokok terutama dalam pemanggilan dan penyampaian
pemberitahuan kepada para pihak yang berperkara, serta pelayanan penerimaan

perkara.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang atau Kegagalan Pencapian
Kinerja
Analisis program/kegiatan yang menunjang atau kegagalan pencapaian
kinerja adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Rantauprapat
untuk mencapai hasil yang optimal atas pelaksanaan tupoksi secara keseluruhan.

Sebagaimana diuraikan pada bab pertama, bahwa tugas pokok Pengadilan
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Agama Rantauprapat sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman dalam
lingkungan Peradilan Agama sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah bertugas dan berwenang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

beragama Islam di bidang :

a. Perkawinan;
b. Waris;

c. Wasiat;

d. Hibah;

e. Wakaf;

f. Zakat;

g. Infaq;

h. Shadagah;

Ekonomi syari’ah

Dalam merealisasikan tupoksi tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan
dalam Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 dan Penetapan Kinerja Tahun 2017,
perlu adanya kegiatan lain yang menunjang tercapainya program/kegiatan atau
kegagalan pencapaian Kinerja. Pada tahun 2019 melaksanakan kegiatan/program

yang menunjang terlaksananya Tupoksi adalah sebagai berikut :

a. Pembinaan SDM

Pembinaan adalah usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan kepada
seluruh pegawai secara terus menerus oleh pimpinan. Maksud dan tujuan
dilakukan pembinaan yang terus menerus adalah untuk menanamkan komitmen
kepada seluruh pegawai serta perubahan pola pikir (Mind Set) bahwa sebagai

Aparatur Sipil Negara bukan yang harus dilayani oleh masyarakat, melainkan
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memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selama tahun 2019 Pengadilan
Agama Rantauprapat memberikan pembinaan kepada pegawai melalui :
- Rapat koordinasi yang dilaksanakan setiap hari Senin yang diikuti oleh
seluruh pegawai Pengadilan Agama Rantauprapat;

Dengan terlaksananya kegiatan pembinaan tersebut diharapkan sedikit demi sedikit
dapat merubah pola pikir seluruh pegawai Pengadilan Agama Rantauprapat, dan
kondisi saat ini pola pikir seluruh pegawai Pengadilan Agama Rantauprapat, telah
berubah yaitu bekerja dengan sebaik-baiknya untuk memberikan pelayanan terbaik
kepada masyarakat.
Pengawasan

Pengawasan adalah usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui
sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Dengan adanya pengawasan dapat diketahui pelaksanaan tugas-tugas yang
tidak terlaksana atau pelaksanaan tugas yang melanggar peraturan. Dengan
pengawasan tersebut juga dapat menginventarisir kendala-kendala yang dihadapi
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Selama tahun 2018 tugas-tugas
Pengawasan di Pengadilan Agama Rantauprapat dilaksanakan oleh Ketua sebagai
Ketua Tim Koordinator Hakim Pengawas Bidang. Pengawasan tersebut meliputi
bidang Manajemen Peradilan, Pelayanan Publik, Administrasi Perkara,
Administrasi Persidangan, Administrasi Umum dan Keuangan, Administrasi
Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana serta Perencanaan, IT dan Pelaporan.

Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat sebagai koordinator hakim pengawas
bidang telah melakukan pengawasan dengan membagi pengawasan kepada Hakim

Pengawas Bidang. Meskipun pengawasan telah dilakukan oleh Hakim Pengawas
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Bidang, Ketua juga senantiasa melakukan pengawasan secara umum. Kegiatan
Pengawasan pada Pengadilan Agama Rantauprapat ini terdiri dari dua jenis
pengawasan Yyaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Rutin / Reguler.
Pengawasan Melekat meliputi kegiatan yang bersifat pengendalian yang terus
menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif
dan represif, sedangkan Pengawasan Reguler dilakukan di Pengadilan Agama
Rantauprapat berupa pengawasan yang dilaksanakan Hakim Pengawas Bidang 3
kali dalam satu tahun dan Pengawasan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah
Pengadilan Tinggi Agama Medan minimal satu kali dalam satu tahun. Selain
Pengawasan Melekat dan Pengawasan Reguler, terdapat juga Pengawasan
Eksternal. Pengawasan ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti pengaduan dari
masyarakat, dan dilaksanakan secara insidentil.
Dukungan Teknologi Informasi

Pengadilan Agama Rantauprapat dalam melaksanakan tupoksinya,didukung
Teknologi Informasi, karena tanpa dukungan teknologi informasi pelaksanaan
tugas di Pengadilan Agama Rantauprapat yang jumlah pegawainya sangat jauh dari
cukup akan menghadapi kendala. Pelaksanaan tupoksi dengan dukungan Teknologi
Informasi di Pengadilan Agama Rantauprapat telah dilaksanakan sejak tahun 20009,
yaitu dengan menyediakan data transparansi pengadilan dalam bentuk situs
website. Selain itu dalam rangka percepatan proses kegiatan administrasi perkara,.
Pada Tahun 2019 untuk proses administrasi perkara Pengadilan Agama
Rantauprapat juga sudah menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (
SIPP ), e- Court. Dan juga 9 (Sembilan) aplikasi yang lounching pada Tahun 2019

berbasis teknologi informasi Aplikasi- aplikasi antara lain :
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e Aplikasi notifikasi perkara

e Aplikasi Informasi perkara dan informasi produk pengadilan agama

e Aplikasi antrian sidang

o Aplikasi verifikasi data kemiskinan

e Command centre badilag

e Aplikasi PNBP

e E- Register perkara

Pada bagian kesekretariatan sebagai penunjang jalannya tugas pokok dan
fungsi peradilan juga telah menggunakan Teknologi Informasi dengan
menggunakan Aplikasi yang berasal dari Kementerian Keuangan antara lain
Aplikasi SAS, Aplikasi GPP, Aplikasi SIMAK BMN, aplikasi Persediaan dan
untuk manajemen sumber daya manusia, Pengadilan Agama Rantauprapat
menggunakan Aplikasi SIKEP dan ABS.

Penerapan Standard Operasional Prosedur ( SOP )

Standard Operaional Prosedur (SOP) adalah baku mutu agar semua kegiatan
dapat terukur, sehingga dalam bekerja di Pengadilan Agama Rantauprapat yang
sudah menerapkan Sistem Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Agama semua
proses menggunakan standar pelayanan yang berlaku.

Standar Operasional Prosedur ini bersifat dinamis karena setidaknya 1 kali
dalam setahun harus dievaluasi agar SOP yang berlaku sesuai dengan kegiatan
pelayanan riil yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Rantauprapat, apabila hasil
evaluasi ada perbaikan dan perubahan maka SOP akan direviu atau direvisi sesuai

dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi. Standar Operasional Prosedur
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Pengadilan Agama Rantauprapat  berjumlah 101 dengan rinciannya sebagai

berikut :
NO NAMA SOP JUMLAH KET
1 KEPANITERAAN 71
2 KESEKRETARIATAN 30

Bidang Kepaniteraan memiliki 71 Standar Operasional Prosedur terdiri

dari :

—_—

SOP layanan informasi

SOP layanan posbantuan hokum

SOP layanan sidang diluar gedung

SOP mekanisme atau prosedur penerimaan perkara
SOP pembayaran panjar biaya perkara

SOP penunjukan majelis hakim

SOP penugasan panitera pengganti

SOP penunjukan jurusita/jurusita pengganti

© o N o U A~ W D

SOP penetapan hari sidang

—_—
©

SOP pemanggilan para pihak

—_—
—_—

SOP permohonan bantuan panggilan/pemberitahuan ke pengadilan

agama lain
12. SOP panggilan/pemberitahuan dari pengadilan agama lain
13. SOP kegiatan persiapan persidangan
14. SOP pelayanan mediasi
15.  SOP pemanggilan mediasi
16. SOP layanan penundaan sidang
17. SOP layanan pemanggilan saksi
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38.
39.
40.
41.
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SOP pelayanan mohon bantaun pemeriksaan saksi ke pengadilan agama
lain

SOP pelayanan mohon bantuan pemeriksaan saksi dari pengadilan
agama lain

SOP pelayanan pemeriksaan setempat

SOP pelayanan mohon bantuan setempat dari pengadilan agama lain

SOP pelayanan mohon bantuan pemeriksaan setempat ke pengadilan

agama lain

SOP pelayanan teguran panjar biaya perkara yang menambah panjar
SOP pelayanan teguran panjar biaya perkara yang tidak menambah
panjar

SOP pelayanan sita jaminan

SOP pelayanan sita buntut

SOP pelayanan sita harta bersama tanpa perkara

SOP pelayanan pemberitahuan isi putusan

SOP pelayanan pengambilan sisa panjar

SOP pelayanan penyerahan salinan putusan pertama kepada para pihak
SOP pelayanan pengembalian kutipan akta nikah

SOP pelayanan perkara yang berkekuatan hukum tetap

SOP pelayanan ikrar talak

SOP pelayanan penyerahan produk pengadilan

SOP pelayanan akta cerai

SOP pelayanan pengiriman salinan putusan kepada para pihak

SOP pelayanan pengiriman salinan putusan yang sudah berkekuatan
hokum tetap ke KUA

SOP pelayanan permintaan salinan putusan/penetapan
SOP pelayanan akta cerai pada cerai gugat
SOP pelayanan akta cerai pada cerai talak

SOP pelayanan perkara ekonomi syariah memenuhi syarat dengan

pemeriksaan sederhana
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SOP pelayanan penerimaan perkara dalam ekonomi syariah dengan
acara sederhana tidak memenuhi syarat

SOP pelayanan kebertan dalam perkara upaya hokum perkara sederhana
dalam ekonomi syariah telah melewati batas waktu

SOP pelayanan pengajuan kebertan dalam upaya hokum perkara
sederhana dalam ekonomi syariah yang memenuhi batas waktu

SOP pelayanan banding
SOP pelayanan kasasi

SOP pelayanan kasasi yang tidak memenuhi syarat formal dengan alasan
melebihi batas

SOP pelayanan kasasi yang tidak memenuhi syarat formal dengan alasan

tidak mengajukan memori kasasi

SOP pelayanan peninjauan kembali

SOP pelayanan prodeo pada tingkat pertama

SOP pelayanan prodeo pada tingkat banding

SOP pelayanan prodeo pada tingkat kasasi

SOP pelayanan pembebasan biaya perkara tingkat pertama

SOP pelayanan pembebasan biaya perkara tingkat banding

SOP pelayanan pembebasan biaya perkara tingkat kasasi

SOP pelayanan permohonan eksekusi riil

SOP pelayanan permohonan eksekusi pembayaran sejumlah uang

SOP pelayanan permohonan eksekusi selain putusan pengadilan agama

dengan lelang

SOP pelayanan mohon bantuan eksekusi ke pengadilan agama lain
SOP pelayanan mohon bantuan eksekusi dari pengadilan agama lain
SOP pelayanan permohonan konsinyasi

SOP pelayanan permohonan istbat rukyat hilal

SOP pengarsipan

SOP pelaporan

SOP pengaduan
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SOP pelayanan permohonan perceraian dari PNS, TNI atau POLRI
SOP pelayanan permohonan pendaftaran surat kuasa khusus

SOP pelayanan permohonan isbat nikah volunteer

SOP pengelolaan ATK perkara

SOP pengelolaan panjar biaya perkara

SOP pelayanan pengelolaan sisa panjar

Bidang Kesekretariatan memiliki 30 Standar Operasional Prosedur terdiri dari :

1.

© v ©®© N o u bk~ W DN

SOP pelaksanaan orientasi dan sosialisasi penyampaian tugas peran dan
tanggung jawab

SOP pengembangan pegawai

SOP izin belajar dan tugas belajar

SOP pengelolaan pegawai

SOP pengelolaan KARPEG, kartu TASPEN dan BPJS
SOP absensi dan pelaporan

SOP cuti

SOP kenaikan pangkat

SOP kenaikan gaji berkala

SOP pengelolaan perkawinan dan perceraian
SOP pension

SOP penilaian SKP

SOP pemberian penghargaan

SOP pelaporan harta penyelenggara Negara
SOP pengelolaan tata naskah dinas

SOP pengelolaan arsip

SOP penataan asset

SOP pengelolaan barang persediaan

SOP pemeliharaan lingkungan

SOP humas dan keprotokolan
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21. SOP pemberian informasi

22. SOP pengelolaan perpustakaan

23. SOP pencairan anggaran

24. SOP pertanggung jawaban anggaran
25. SOP pelaporan PNBP

26. SOP penyusunan laporan keuangan
27. SOP perencanaan anggaran

28. SOP penyusunan SAKIP

29. SOP penyusunan laporan tahunan

30. SOP pengelolaan Teknologi Informasi

Standard Operasional prosedur yang telah disusun, ditetapkan dan
diberlakukan di Pengadilan Agama Rantauprapat merupakan alur proses
pelaksanaan tugas- tugas Ketua, Wakil ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panmud,
Kasubbag, Panitera pengganti, Jurusita Pengganti dan Fungsional Umum yang telah

tersusun secara sistematis dan dinamis.

B. REALISASI ANGGARAN

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya
Mahkamah Agung dengan kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan
Keuangan Badan Urusan Administrasi terdiri dari Belanja Barang Non Operasional,
Pembayaran Gaji dan Tunjangan dan Penyelenggaraan Oprasional dan Pemeliharaan

Perkantoran dengan rincian sebagai berikut :

a.  Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung.
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Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya
Mahkamah Agung dengan kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan
Keuangan Badan Urusan Administrasi terdiri dari Belanja Barang Non Operasional,
Pembayaran Gaji dan Tunjangan dan Penyelenggaraan Oprasional dan Pemeliharaan
Perkantoran dengan rincian sebagai berikut :

¥ Belanja Non Operasional

Pagu :Rp. 2.820.000,-

Realiasasi : Rp. 1.260.000
Sisa :Rp 1.560.000

524113 | BelaniaPerjalanan |, 0,0 050 | 5890000 | 1.260.000 | 1.560.000 | 44.68
Dinas Dalam Kota
JUMLAH 2,820,000 | 2.820.000 | 1.260.000 | 1.560.000 | 44.68

v Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Pagu : Rp. 3.807.337.000,-
Realiasasi : Rp. 3.786.672.673,-
Sisa : Rp. 20.664.327.,-
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2 | 511119 Ealgma R T 16,000 15.358 642 95.99
3 | s11121 Eﬁ'g”’a Tunj. Suami/ isteri | g5 169 000 111.378.000 | 111.484.450 | (111.450) 100.10
4 | 511122 | Belanja Tunj. Anak PNS 27.590.000 | 36.180.000 | 36.138.248 | 41.752 99.88
5 | 511123 Ea'g“’a D, SEE 32,500,000 | 35.960.000 | 35.960.000 0 100.00
6 | 511124 Ea'g'“a Uit [Pt 1,207,010,000 | 2.028.820.000 | 2.014.220.000 | 14.600.000 | 99.28
7 | 511125 | Belanja Tunj. PPh PNS 190,469,000 | 252.708000 | 257.537.837 | (4.929.837) | 101.95
8 | 511126 | Belanja Tunj. Beras PNS 74420000 | 60471000 | 60.398.280 | 72.720 99.88
9 | 511129 | Belanja Uang Makan PNS 182,160,000 | 166.153.000 | 154.039.000 | 12.114.000 | 92.71
10 | 511151 | Belanja Tunj. Umum PNS 11,538,000 | 2.035.000 2.035.000 0 100.00
Jumlah 2,777,154,000 | 3.807.337.000 | 3.786.672.673 | 20.664.327 | 99.46

o ] v RS ]  [eoe [ |

Belanja Keperluan
Perkantoran

521111

v Penyelenggaraan Operasional Perkantoran

Pagu
Realiasasi

Sisa

213.082.000

: Rp. 768.830.000,-

: Rp. 689.182.572,-

: Rp 79.647.428

309.682.000

252.702.928

56.979.072

81.60

521811

Belanja barang
Persediaan barang
Konsumsi

36.345.000

39.945.000

39.935.900

9.100

99.98

521114

Belanja Pengiriman
Surat Dinas

1.500.000

1.800.000

1.286.000

514.000

71.44

521115

Belanja Honor
Operasional Satuan
Kerja

44,640,000

44,640,000

42.840.000

1.800.000

95.97

521119

Belanja Barang
Operasinal Lainnya

15.723.000

15.723.000

12,085,000

3.638.000

76.86
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6 | 522111 Be'amﬁi’;g?lgga"a" 72,000,000 | 73.800.000 69.226.617 | 4.573.383 | 93.80
7 | 520112 | BelanjaLangganan | g 5 604 18.000.000 10.534.847 | 7.468.153 | 58.63
Telepon
8 | 523111 Be'a”‘akf‘rngga"a" 8,400,000 600,000 ; 600,000 -
Belanja
9 | 523111 Pemeliharaan 102,420,000 | 102,420,000 | 102.420.000 0 100.00
Gedung dan
Bangunan
Belanja
Pemeliharaan
10 | 523119 Gedung dan 10,108,000 10,108,000 10,108,000 - 100.00
Bangunan Lainnya
Belanja
11 | 523121 Pemeliharaan 76.832.000 | 78.932.000 74.893.280 | 4.038.720 | 97.89
Peralatan dan Mesin
Jumlah 632.230.000 | 768.830.000 | 689.182.572 | 79.647.428 | 89.134

b. Program sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur Mahkamah Agung
dengan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasaran di Lingkungan Mahkamah Agung

untuk pelaksanaan program dan realisasi program tersebut terurai pada tabel

dibawah ini :
Pagu Rp 64.500.000,-
Realisasi Rp 62.500.000,-
Sisa Rp 2.000.000

Belanja Modal
1 | 532111 peralatan dan 52.000.000 | 64.500.000 | 62.500.000 | 2.000.000 | 96.90
Mesin
JUMLAH 52.000.000 | 64.500.000 | 62.500.000 | 2.000.000 | 96.90
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BAB IV - PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Rantauprapat
ini merupakan gambaran pencapaian kinerja Pengadilan Agama Rantauprapat Tahun
2019 dan sekaligus merupakan wujud transparansi Pengadilan Agama Rantauprapat
dalam pelaksanaan tugas. Sangat disadari bahwa laporan ini belum dapat menyajikan
prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan. Namun demikian,
setidaknya LK]jIP ini dapat memberikan gambaran tentang seberapa jauh pelaksanaan
tugas Pengadilan Agama Rantauprapat dalam rangka memberikan pelayanan pada
masyarakat.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran
yang ditetapkan pada Tahun 2019, meskipun dalam kenyataannya dari sasaran yang
ditetapkan tersebut belum dapat diwujudkan secara keseluruhan. Dari indikator-
indikator sasaran yang telah ditetapkan tersebut diatas telah dilaksanakan dengan
maksimal, namun masih terdapat perbedaan dengan kondisi yang diharapkan oleh
masyarakat. Hal ini dikarenakan indikator Kkinerja output dan outcome yang
diharapkan masyarakat belum sepenuhnya terwujud. Hal ini disebabkan, Pengadilan
Agama Rantauprapat belum mampu secara tegas mendefinisikan indikator kinerja
outcome untuk seluruh sasaran yang ada sesuai dengan kondisi yang diharapkan
masyarakat. Selain dari itu, terdapatnya aturan yang belum responsif dengan keadaan

layanan yang diinginkan masyarakat sebagai penggunan layanan.
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Dalam tahun mendatang akan dipersiapkan pengumpulan dan pengukuran data
Kinerja sehingga LKjIP Tahun 2019 dapat memenuhi kewajiban Kinerja dan
sekaligus menjadi sumber informasi dalam mengambil keputusan guna peningkatan

Kinerja Pengadilan Agama Rantauprapat;

B. Saran-saran

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan
Agama Rantauprapat Tahun 2019 ini ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi
atau saran untuk dapat mempertahankan dan mencapai target yang telah ditetapkan
dalam Penetapan Kinerja yaitu:

1. Tetap mempertahankan komitmen bersama antara pimpinan dan pegawai
Pengadilan Agama Rantauprapat untuk menerapkan Sistem Akuntansi Kinerja
Instansi Pemerintah ( SAKIP ) sebagai instrument control yang objektif dan
transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur Kinerja sesuai tugas
pokok dan fungsi Pengadilan Agama Rantauprapat;

2. Ditahun-tahun yang akan datang, agar dipersiapkan pengumpulan dan pengukuran
data kinerja sehingga indikator keberhasilan yang diperoleh dapat menggambarkan
kondisi nyata yang diharapkan masyarakat.

3. Analisis Kinerja yang terdapat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Pengadilan Agama Rantauprapat ini diharapkan dapat menjadi sumber
informasi dalam usaha meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan Pengadilan
Agama Rantauprapat.

Rantauprapat, 31 Januari 2020
Ketua

Drs.H. Bakti Ritonga, S.H.,M.H.
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